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Abstract 
In this writing, the author wants to analyze the crime of genocide committed by China against the Uighurs in the perspective of international criminal law and according to the Rome Statute. one of which was later included in the 1998 Rome Statute. The Chinese government has been accused of crimes against humanity and genocide against ethnic Uighurs in Xinjiang where at least one million Uighurs have been detained in the region and detained in extra-judicial camps or sent to prison. China has deliberately made a systematic, integrated policy with the so-called 'optimizing' population of the Xinjiang population, which is essentially aimed at reducing the Uighur population and the populations of other ethnic minorities in the long term which is achieved by limiting and reducing the birth of ethnic Uighurs.
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Abstrak

Dalam penulisan ini , penulis ingin menganalisis tentang Kejahatan Genosida yang di lakukan oleh China kepada warga Uighur dalam perspektif hukum pidana internasioanl dan Menurut Statuta Roma.Kejahatan Genosida merupakan pelanggaran Hak Asasi manusia yang  berat,kejahatan Genosida di dalam Hukum pidana internasional ialah kejahatan yang berat dan merupakan tindakan yang dilarang yang kemudian dituangkan Salah satunya pada statuta Roma 1998. Diduga Pemerintah China  telah melakukan genosida dan juga kejahatan kemanusiaan  bagi etnik Uighur di Xinjiang , yang di perkirakan.   setidaknya ada satu juta orang Uighur  ditahan di wilayah tersebut dan ditahan di kamp-kamp ekstra-yudisial ataupun dikirim ke penjara. China Sengaja membuat kebijakan  terstruktur dan teratur  dengan tujuan yang dikatakan 'mengoptimalkan' populasi masyarakat Xinjiang, yang pada intinya bertujuan  ingin meminimalisir populasi Uighur dan populasi etnis minoritas lain dalam jangka panjang yang dicapai dengan membatasi dan mengurangi kelahiran etnis Uighur.
Kata Kunci: Genosida, Internasional, Hukum.  
A. Pendahuluan
Belum ada Istilah tentang “Genosida“ Sebelum  tahun 1994. Istilah Genosida Seringkali terlihat  Tentang kejahatan kekerasan terhadap sekelompok orang yang tujuannya untuk menghancurkan atau membasmi kelompok tersebut. Kejahatan genosida adalah kejahatan hak asasi manusia yang serius. Berkat upaya besar dari Raphael Lemkin Pada 9 Desember 1948 Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Konvensi ini menetapkan "genosida” sebagai suatu kejahatan internasional, di mana negara-negara penandatangannya “berupaya untuk mencegah dan menghukum” kejahatan ini. Telah disetujui oleh PBB Genosida diartikan sebagai: Genosida adalah suatu tindakan  yang bertujuan untuk menghancurkan suatu negara, ras, suku, dan golongan agama secara keseluruhan atau sebagian.merupkan suatu seperti:
a. Menganiaya  anggota kelompok;

b. Melakukan  bahaya fisik atau psikologis yang serius terhadap anggota kelompok;
c. Menentukan bahawa dengan  sengaja memberikan kondisi hidup yang tidak menyenangkan  kepada kelompok masyarakat dengan menetapkan akan menimbulkan pengrusakan fisik secara keseluruhan atau separuhnya; 

d. Pelaksanaan tindakan yang bertujuan  untuk mencegah kelahiran di suatu  kelompok masyarakat; 

e. perpindahan anak dengan sengaja  dari suatu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lainnya.

Selama sejarah, Karena banyaknya tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap sekelompok orang , bahkan dari Konvensi mulai berlaku, di dua priode sejarah yang berbeda telah di fokuskan perkembangan hukum dan internasional dari istilah tersebut : dari penciptaannya hingga penerimaannya sebagai Undang-Undang Periode internasional. (1944-1948) dan periode inisiasinya, yaitu pembentukan Mahkamah Pidana Internasional untuk Pencegahan genosida, penuntutan genosida, Konvensi memiliki kewajiban utama dengan tetap menjadi tantangan yang akan terus dihadapi oleh negara dan individu di seluruh dunia.

Salah satu alasan di balik kejahatan genosida adalah karena perbedaan agama, ras, suku, warna kulit atau minoritas lainnya, dan karena perbedaan inilah kelompok yang lebih besar termotivasi untuk melakukan genosida terhadap minoritas yang berbeda sehingga kelompok yang lebih besar dapat menguasainya. wilayah, seperti yang terjadi di China, China berusaha untuk menguasai Uyghur di Xinjiang dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah China, yang hanya berlaku untuk Xinjiang, dan yang juga bertujuan untuk mengurangi populasi Uyghur di Xinjiang.

B. Pembahasan
1. Kejahatan Genosida Yang dilakukan China kepada Warga Uighur
Di wilayah  Xinjiang  terdapat  suku minoritas  yaitu kaum Uighur, Suku ini memiliki provinsi sendiri dengan status otonomi bernama Xinjiang-Uighur. Yang berada di Barat Laut China. Mayoritas dari suku Uighur adalah Muslim. “Uighur” memiliki arti persatuan atau persekutuan. Berawal dari kekhawatiran terhadap muslim Uighur oleh beberapa pejabat china yang dikhawatirkan mengemban nilai ekstremis dan separatis. Pemerintah China membangun kamp - Kamp di  Xinjiang dengan tujuan  “menghapus ancaman” atas kedaulatan China. Presiden Xi Jinping sendiri sempat mewanti-wanti racun dari ekstremisme agama dan mendukung 'kediktatoran' untuk menghapuskan 'ekstremis' Islam di China. Bagi pemerintah China, kaum itu dipandang sebagai teroris atau simpatisan teroris.

Pemerintah China telah melakukan beberapa pelanggran HAM terhadap kaum Ughuir di Xinjiang. Salah satunya pelanggaran kebebasan beragama, misalnya yang diberitakan di salah satu surat kabar Internasional, Bahwa otoritas pemerintah China tidak memperbolehkan  etnis Muslim Uigur di Xinjiang untuk melaksanakan kegiatan beribadah menurut agamanya atau ritual keagamaan seperti Shalat, berpuasa dan lain sebagainya. Pemerintah China diduga melangsungkan kejahatan genosida terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, memang tidak terjadi  pembunuhan masal yang dilakukan oleh pemerintah China kepada  warga Uighur sebagai unnsur kejahatan Genosida tetapi pemerintah China melalui kebijakan – kebijakannya yang di terapkan di Xinjiang terkhususkan untuk warga Uighur berupa membatasi dan mengurangi kelahiran etnis Uighur yang beretujuan untuk menghilagkan kaum Uighur. Dimana Menerapkan tindakan-tindakan ataupun kebijakan – kebijakan   yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok masyarakat termasuk kedalam unsur kejahatan genosida.
Ada laporan yang kredibel yang di sampikan  kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada Agustus 2018, bahwa China telah “membuat Daerah Otonomi Uyghur menjadi sesuatu yang mirip dengan kamp konsentrasi besar”. Diperkirakan satu juta orang mungkin ditahan, kata komite itu. Laporan itu  didukung oleh kelompok hak asasi manusia dan Human Rights Watch, Berpendapat bahwa  warga Uighur khususnya diawasi dengan ketat. Mereka perlu  memberikan sampel biometrik dan DNA. Ada laporan tentang mereka yang mempunyai saudara ataupun  kerabat yang ditangkap di 26 negara  dianggap "sensitif". Yang di tahan disana sebanyak satu juta orang .

Menurut para kelompok Hak Asasi Manusia juga menyampaikan bahwa orang-orang di Kamp dipaksa belajar bahasa mandarin, bersumpah setia kepada Presiden Xi Jinping, dan mengkritik (melepaskan keyakinan mereka). China menyampaikna bahwa mereka berurusan dengan ancaman kelompok separatis islam dan beberapa muslim Ughiur telah bergabung dengan kelompok militan Islamic  State. Kekerasan di Xinjiang berasal dari penindasan China terhadap orang-orang disana menurut para kelompok-kelompok Hak Asasi .

Kerusuhan di ibu kota daerah Urumqi yang terjadi pada 2009 telah  menewaskan sedikitnya 200 orang, kebanyakan orang Han China. Serangan yang diduga dilakukan oleh separatis di Xinjiang juga terjadi di luar wilayah tersebut - pada Oktober 2013, sebuah mobil bertabrakan dengan kerumunan di Lapangan Tiananmen Beijing.Tindakan keras terbaru pemerintah dimulai dengan serangan pisau pada Februari 2017 di Xinjiang yang menewaskan lima orang. Pada saat itu, sekretaris jenderal Partai Komunis Xinjiang, Chen Quanguo, mendesak pasukan pemerintah untuk "mengubur mayat teroris di lautan luas perang rakyat."

Pemerintah Tiongkok melakukan tindakan refpresif kepada etnis Uighur dan banyaknya korban yang gugur dalam konflik Xinjiang menimbulkan  reaksi dari publik dan pemerintahan Turki. Karna Tragedi tersebut Turki bereaksi keras .Misalnya seperti warga Turki melakukan demonstrasi besar-besaran untuk mendukung etnis Uighur di Istanbul pada tanggal 12 Juli 2009.  Diperkirakan berjumlah 10.000 orang yang berpartisipasi dalam demo itu  yang diselenggarakan  oleh partai Islam Saadet, yang marah terhadap apa yang mereka anggap sebagai penindasan pemerintah Tiongkok terhadap minoritas Uighur di Xinjiang.

Kekerasan etnis di Xinjiang dikutuk oleh para Demonstran dan menuntut pemerintah Turki ikut campur tangan demi melindungi Muslim Uighur Xinjiang. Mereka meneriakkan "China adalah pembunuhnya, membebaskan Muslim Uyghur". Selain itu, para demonstran membawa foto pemimpin Uyghur Rebiya Kadeer.  Selain reaksi dari masyarakat sipil, media massa Turki seperti Bugon juga lebih memperhatikan konflik di Xinjiang. Mereka meliput insiden itu secara komprehensif dan menyajikan artikel fitur mengenai hubungan antara bangsa Uyghur-Turki dan nasionalisme Turki. Pada tanggal 8 Juli 2009, media massa paling berpengaruh di Turki, Free Press, mengklaim bahwa personel keamanan China bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut.

Selain dari reaksi masyarakat sipil, media masa di Turki  dalah satunya Bugun juga memberikan perhatian extra  terhadap konflik di Xinjiang tersebut. Mereka memberitakan peristiwa itu dengan lengkap dan memberikan artikel khusus tentang hubungan etnisitas Uighur-Turki serta nasionalisme Turki. Dan juga media massa yang paling berpengaruh di Turki, Hurriyet, edisi eight Juli 2009, mengatakan bahwa petugas keamanan Tiongkok adalah pihak yang harus bertanggungjawab terhadap kerusuhan tersebut.
 Media Turki yang riuh dan kompetitif telah secara intensif meliput insiden Urumqi sejak awal. Sebagian besar korban kerusuhan awal (197 menurut jumlah korban tewas resmi) mungkin adalah orang Tionghoa Han, tetapi banyak laporan media mengatakan ada ratusan korban Uighur. Ini telah menyebabkan peningkatan tajam dalam sentimen nasionalis di Turki, di mana orang-orang Uighur tampaknya diidentifikasi sebagai kerabat dekat keluarga Turki. Erdogan pun selaku Perdana Memtri Turki  sempat menyampaikan pesan melalui utusan kepada Perdana Mentri Tiongkok, Wen Jiabao yang berkenaan  tentang kecaman kepada langkah yang diambil oleh pemerintah Tiongkok yang ditujukan untuk  menyelesaikan masalah di Xinjiang. Hal ini membuat hubungan kedua Negara sempat memanas untuk sesaat.

2. Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Uighur Dari Sudut Pandang Hukum Internasional 
Mengenai kasus kejahatan Genosida yang dilakukan oleh pemerintahan Cina, faktor agama menjadi penyebab konflik tersebut terjadi dikarenakan pemerintah cina bermaksud untuk mendidik warga Uighur untuk kembali kepada ajaran komunis. Suku Uighur mayoritas beragama Islam namun pemerintah China menganggap mereka memiliki keyakinan yang mengajarkan paham radikal dan melenceng dari agama mayoritas yang ada di Cina. Maka “pendidikan kembali” dengan tujuan agar warga Uighur bisa untuk dididik kembali kepada ajaran komunis sesuai dengan dasar Negara Cina. Kebebasan dalam beragama di Cina belum sepenuhnya terjamin. Kebijakan yang diterapakan oleh pemerintah Cina masih mengakhiri keberadaan muslim Uighur, kehadiran propaganda ini menjadikan muslim Uighur biang keladi di balik peristiwa berdarah 5 juli 2009.

Pada saat kejadian tersebut juga terdapat unsur politis dengan mengadu domba. Dari kasus tersebut yang melakukan pembantaian massal adalah Partai Komunis Cina. Konflik politik yang terjadi disebabkan oleh pluralisme horizontal, struktur sosial beragam secara struktural, dan pluralisme horizontal masyarakat memicu konflik, yang mengharuskan pemerintah pusat untuk memberikan kebebasan kepada Uighur dan etnis muslim lainnya untuk mencari pekerjaan sesuai dengan legitimasi manusia, hak atas keadilan.

Semua agama yang ada di negara Cina sudah dikendalikan oleh administrasi negara, akan tetapi pembatasan terhadap agama islam lebih keras daripada kelompok lain seperti entis Hui yang dimana mayoritas muslim.
 Ketidakpuasan, kemiskinan, kekerasan dan ketidakstabilan adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap konflik internal di Xinjiang. Muslim Uighur yang terpinggirkan saat uni memilih untuk mengklaim kemerdekaan dan terlibat dalam kegiatan separatis, teapi ini membuat konflik internal terus berlanjut.
 Sikap pemerintah Cina sebenarnya sudah melunak pasca kerusuhan yang terjadi di Xinjiang Pada Tahun 2009. Pemerintah Cina juga telah mencoba menerapkan cara non kekerasan sampai Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

a. Menurut statistik populasi, dari 2009 hingga 2019. Cina menyumbang keseimbangan populasi Xinjiang, kebangsaan Han naik menjadi 40%, dan muslim Uighur naik menjadi 46%. 

b. Dengan ekonomi. Cina membangun infrastruktur di Xinjiang seperti sekolah, rumah sakit, apartemen, dll

c. Dengan pendidikan, anak-anak yang berasal dari pedalam Uighur disekolahkan gratis sampai SMA, hal ini membuat anak-anak tersebut lebih pro kepada Cina.

d. Merangkul muslim moderat, melalui institusi yang menjadi jemabatan pertukara antara umat muslim Xinjiang dan pemerintah Beijing.

Pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur adanya larangan kebebasan dalam berkumpul serta untuk menyampaikan pendapat, hambatan dengan pendidikan dan diskriminasi, hukuman mati yang diberikan kepada tahanan politik, pemerintah Cina melakukan diskriminasi dalam aspek ekonomi,  dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Menurut Amnesty International, Daerah otonomi Uighur di Xinjiang adalah salah satu daerah yang mengizinkan hukuman mati bagi tahanan politik. Sebanyak 2. 500 Jiwa korban tewas dari hukuman mati dan penyiksaan dari Tahun 1999 sampai Maret 2000. Diskriminasi di daerah otonomi Uighur telah melanggar Hak Asasi Manusia Internasional. Di bawah Hukum Internasional, China telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius dalam yurisdiksi Internasional Criminal Court dan Statuta Roma, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta kejahatan agresi.

Menurut Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), prinsip aturan yang diketahui oleh bangsa-bangsa beradab (general principles of law recognized) adalah inti aturan internasional. Tanggung jawab negara menjadi prinsip generik diakui pada aturan internasional, apabila terjadi suatu pelanggaran tanggung jawab sebuah negara merupakan kewajiban internasional.
 Mahkamah Internasional sebagai badan peradilan hukum internasional memiliki kepribadian hukum internasional (international legal personalitiy) sebagai subjek hukum internasional, dan Mahkamah Pidana Internasional juga bersifat hukum internasional (domestic legal personality) sebagai subjek hukum nasional di negara- negera peserta Statuta Roma Tahun 1998 (Pasal 4 (2)).

Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan berbeda dengan kejahatan umum, dan prinsip-prnsip tersebut menyimpang dari prinsip-prinsip umum hukum pidana yang tidak mengakui kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan asas “daluarsa”, dikarenakan penghapusan pidana karena melanggar aturan hukum yang ada.  Kejahatan  genosida memiliki status khusus di bawah hukum internasional, kejahatan ini adalah kejahatan internasional paling serius yang pernah ada, kejahatatan tersebut sudah termasuk norma-norma yang ditaati, norma-norma tertinggi dari hukum internasional, dan pelanggaran norma-norma yang ditaati menjadi kewajiban bagi setiap negara melakukan penuntuan. 

Dalam kasus kejahatan terhadap genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, semua negara menuntut dan menghukum pelaku dan amnesti. kewajiban dan tanggung jawab untuk memberi. Seorang pemimpin, lembaga publik, atau lembaga negara sampai dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, semua negara berkewajiban untuk menegakkan hukum dan memberikan kompensasi kepada korban kejahatan ini. Asas dan doktrin hukum menunjukan penerapan berbagai asas umum dan memberikan jaminan terhadap penghukuman yang adil sebagai upaya dalam tindak kejahatan yang melanggar hak asasi manusia ini. Kejahatan kemanusiaan tercantum dalam Pasal 7 Statuta Roma, sebagai upaya dalam menjaga hak dan martabat manusia, manusia memiliki hak hidup secara damai, aman, dan terhindar dari rasa takut. Aturan hukum internasional yang dilanggar oleh pemerintah Cina, antara lain: 

1. Deklarasi universal hak asasi manusia

a. Pasal 2 “Setiap orang mempunyai hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia karena ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau perbedaan pendapat lainnya.” 

b. Pasal 5 “Tidak seorang pun boleh disiksa, diperlakukan tidak manusiawi, atau dihukum." 

c. Pasal 9 "Tidak ada penangkapan, penahanan, atau pengusiran.”

d. Pasal 18 “Setiap orang berhak atas kemerdekaan pikiran, hati nurani, dan agama. Hak ini mengubah agama dan kepercayaan serta pengajarannya, baik secara pribadi maupun dalam masyarakat dengan orang lain. Termasuk hak untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dengan mengamalkan dan beribadat .”

2. Statuta Roma 1998

a. Pasal 5 Huruf (a) terkait Kejahatan Genosida dan Huruf (b) terkait Kejahatan terhadap Kemanusiaan. 

b. Pasal 7 mengenai pembunuhan, pembasmian, pemenjaraan dan penindasan, kebebasan fisik, penyiksaan dan penculikan orang-orang yang melanggar norma-norma dasar hukum internasional.

Dari beberapa aturan hukum internasional yang telah dijelaskan diatas jika dilihat dari informasi yang ada di media, dapat menguatkan bukti dan laporan bahwa memang benar pemerintah Cina melanggar hak  asasi manusia. Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 18 yaitu: 

“Bahwa setiap orang memiliki kebebasan hidup dan hak meyakini agama yang dianut baik mengimplementasikan kedalam praktek maupun pengajaran peribadatan secara individu atau kelompok”.

Kasus kejahatan Genosida yang terjadi dari Tahun 2017 ini menarik perhatian masyarakat internasional dalam memperjuangkan kebebasan bagi etnis Uighur di daerah Xinjiang Cina, Di dalam permasalahan ini peran PBB sangat penting untuk mengatasi kasus kejahatan pelanggaran HAM berat ini, diperlukan adanya titik terang dari setiap upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat internasional untuk keadilan bagi etnis Uighur. 

Tiga puluh tujuh negara telah menolak penahanan etnis Ughair dan buruknya hak asasi manusia di China. Beberapa negara tersebut yaitu Arab Saudi, Rusia, Aljazair, Angola, Korea Utara, Venezuela, Kuba, Belarus, Bolivia, Burkina Faso, Eritrea, Burundi, Kongo, Kamboja, Kamerun, Kepulauan Komoro, Kuba, Myanmar, Nigeria, Laos, Mesir, Eritrea, Gabon, Filipina, Suriah, Pakistan, Oman, Kuwait, Qatar, Somalia, Suan Selatan, Uni Emirat Arab, Togo, Tajikstan, Turkmenistan, Bahrain, & Zimbabwe.
 Aktivis Hak Asasi Manusia mengatakan permasalah etnis Uighur ini sangat penting dimasukkan ke dalam agenda UNHCR, jika melihat dari adanya konsensus sebenarnya dari komunitas hukum internasional adalah bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida terjadi di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang. Beberapa ahli meyakini keputusan hukum dapat memberikan dukungan kepada etnis Uighur dan etnis minoritas lainnya. 

Namun di dalam konflik ini dapat kita ketahui bahwa Indonesia tidak ikut campur terhadap permasalahan yang terjadi di negara Cina ini. Karena setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warganya.  Hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk menghormati kedaulatan-kedaulatan bangsa di dunia, prinsip dalam standar hubungan internasional inilah yang menjadi pegangan kebijakan luar negeri Indonesia.
 Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Cina yang pada awalnya tidak bertujuan untuk mengusir etnis Uighur secara fisik, akan tetapi membersihkan warga negara dari Ideologi Islam. Ideologi yang dinilai sebagai suatu hal yang buruk bagi keberlangsungan kehidupan bernegara. Pendidikan ulang yang dilakukan pemerintah Cina (kamp) di Xinjiang telah memenuhi syarat kejahatan genosida, serangan hanya dilakukan kepada warga Uighur yang mempraktekkan ajaran islam secara nyata. 

Etnis Uighur di Xinjiang  menginginkan kemerdekaan atau separatis, tetapi adanya Gerakan Islam Turkistan (ETIM) dianggap teroris oleh pemerintahan Cina, dalam hal ini pemerintah Cina perlu mempertimbangkan agar tidak terjadi hal yang tidak penting. Selain itu kota di Xinjiang saat ini juga dijadikan sebagai proyek asimilasi pemerintah. Ibu kota Urumqi salah satu contohnya, bangunan perumahan yang ada di daerah tersebut dihancurkan dan penghuninya dipindahkan ke gedung pencakar langit yang sudah dirancang pemerintah dengan strip ritel dengan tujuan sebagai ikon kota di Cina tengah. Xinjiang merupakan area yang sangat luas, wilayah ini dijadikan sebagai tempat pengujian nuklir, pelatihan militer, dan penjara untuk para pekerja yang tidak menaati aturan.

 Uighur masih bertahan dari represi politik di negara tersebut, untuk menghilangkan dominasi Uighur di Xinjiang bahasa Uighur dilarang digunakan di perguruan tinggi, tempat ibadah umat Islam ditutup, dan warga Uighur dikenakan wajib kerja tidak diberi upah dalam pembangunan jaringan untuk kepentingan ekspor.
 Dengan adanya statuta roma warga Uighur bisa melakukan hak pembelaan diri, Statuta Roma bisa dijadikan sebagai dasar-dasar penegakan Hukum Internasional. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Pasal 5 hukum Romawi, di mana kejahatan berada  dalam yurisdiksi pengadilan. Pasal 24 statuta roma menyatakan:

“Tidak seorang pun bertanggung jawab secara pidana menurut undang-undang ini untuk tindakan yang diambil sebelum undang-undang ini mulai berlaku.”.

Menurut Juru bicara Komisaris Tinggi PBB, kantor Hak Asasi Manusia tidak memiliki akses bebas ke daerah Uighur Xinjiang dikarenakan kantor tersebut tidak diizinkan memasuki daerah otonomi Uighur Xinjiang oleh otoritas Tiongkok. PBB dan organisasi internasional memberi peringatan agar kamp yang ada di Xinjiang dapat diperiksa kembali karena informasi yang diberikan pemerintah Cina masih sangat terbatas, hanya beberapa pusat yang diizinkan oleh pemerintah Cina untuk dilihat beberapa diplomat dan jurnalis asing.
 Keterlibatan negara-negara lain dalam mengatasi kejahatan Genosida demi terciptanya perdamaian internasional, tidak melanggar ketentuan Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebagai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa pertama-tama menggunakan negosiasi, penyelidikan, mediasi, mediasi, arbitrase, wilayah, badan hukum dan perintah, karena kelanjutannya dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional mereka sendiri. 

2. Ketika tampaknya penting. Dewan Keamanan mendorong para pihak untuk menyelesaikan perselisihan  dengan cara ini.

Saat menjalankan hubungan kerjasama antar negara, setiap negara perlu menerapkan prinsip hubungan internasional agar tetap berlangsungnya hubungan yang baik. Konflik yang terjadi pada etnis Uighur merupakan prinsip bahwa semua negara berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Pernyataan tersebut menyatakan:

“Tidak ada negara atau kelompok negara yang berhak, dengan alasan apa pun, untuk  secara langsung atau tidak langsung mencampuri urusan dalam negeri atau luar negeri negara lain. Oleh karena itu, intervensi bersenjata dan segala bentuk campur tangan  atau upaya ancaman terhadap orang-orang nasional atau unsur-unsur politik, ekonomi dan budaya mereka adalah pelanggaran hukum internasional.”. 

Ada beberapa negara yang bersifat netral dan ada juga yang berpihak kepada pemberontak dalam kasus etnis Uighur ini, keterlibatan negara lain ini sesuai dengan Pasal 33, Pasal 36, Pasal 51 Piagam PBB dan  Piagam PBB dan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Persahabatan dan Kerjasama Antar Negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.        

 Cina harus menaati statuta roma dan Dewan Keamanan PBB berkewajiban dalam meneruskan kasus etnis Uighur ke ICC (International Criminal Court). Cina tidak termasuk ke dalam negara peserta yang telah mengkritik Pengadilan Kriminal Internasional, kejahatan genosida yang dilakukan oleh pemerintah China dapat diadili di Pengadilan Kriminal Internasional dan berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional.
 Kasus etnis Uighur ini dapat diadili di Pengadilan Kriminal Internasional dikarenakan sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 11, Pasal, 12, dan Pasal 25 Statuta Roma 1998. Dalam konteks konflik Uighur, ada lima opsi kebijakan yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Koersif

Pendekatan ini berupa boikot produk dari Cina dan pengurangan pinajaman atau investasi, dengan harapan tekanan ekonomi di Cina dapat melunak.

b. Pendekatan Kelembagaan

Dengan membawa isu Uighur ke Dewan HAM PBB, status Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB bisa menarik perhatian media. pemerintahan Cina.
c. Pendekatan Diplomatik

Negosiasi G to G atau "Jalur 1 diplomasi.” Menteri Luar Negeri memimpin misi diplomatik untuk meyakinkan pemerintah China untuk mengakhiri kejahatan genosida

d. Pendekatan Kultural-Religius

Pendekatan ini sudah diterapkan ketika delegasi  NU dan Muhammadiyah mengunjungi Xinjiang pada Februari 2019, namun pada saat mengungkapan kasus penindasan tersebut, mereka melaporkan hal positif terkait kebijakan Cina, dan hal ini dinilai tidak efektif.

e. Pendekatan Non-intervensionis

 Saat ini Indonesia masih memilih pasif terkait kasus tersebut. Konflik Uighur bukanlah konflik agama, tetapi separatisme, sehingga negara dapat bertindak secara hukum. Dari kelima pendekatan tersebut, pendekatan diplomatik yang lebih menguatkan. Indonesia memberikan perhatian serius terhadap isu Uighur dengan harapan pemerintah China akan mengubah kebijakannya. kedatangan pemimpin negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia menjadi prestise tersendiri bagi Cina. Dalam hal ini Indonesia menaruh perhatian serius pada isu Uighur dengan harapan pemerintah Cina mengubah kebijakannya. Jika terdapat badan lain yang menentukan dan berusaha menentukan permasalahan tersebut maka Pengadilan Kriminal Internasional tidak akan diperlukan. 

Di dalam piagam PBB Humaniter Interventaion belum diatur. Untuk berlakuknya peraturan ini diperlukan prinsip dasar kedaulatan. Prinsip hukum seperti preventif dan tanggung jawab untuk melindungi berlaku untuk kejahatan hak asasi manusia seperti kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk menyeimbangkan keadilan dan kekuatan global atas nama umat manusia. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada kekuasaan tertinggi, tetapi juga pada tanggung jawab untuk melindungi kekuasaan rakyat (konstitusi tambahan).

C. Simpulan
Etnis Uighur  merupakan  suatu kaum minoritas muslim yang berada di Xinjiang China, yang mendapatkan diskriminasi dari pemerintahan China  sendiri. Pemerintah China telah melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur melalui kebijakan yang di sengaja  dan sistematis yang bertujuan mengurangi populasi etnis  Xinjiang dengan membatasi dan mengurangi kelahiran etnis Uighur. Kebijakan ini terdapat  unsur tindakan kejahatan genosida. Selain tu  pelanggaran HAM lainnya  yang di lakukan oleh pemerintah china seperti  kekerasan, penyiksaan, pembunuhan, pembakaran sekolah, pemusnahan tempat beribadah, dan ketidak bebasan menjalankan kepercayaan dalam beribadah yang dilakukan oleh pihak berkuasa dalam hal ini negara China.

Dalam prespektif  hukum pidana Internasional yang termaksud juga statuta roma mengenai ketidakadilan yang di dapat oleh etinis Uighur di Xinjiang yang dilakukan oleh pemerintah China. Kebijakan - Kebijakan  dan tindakan kejahatan yang dilakukan China terhadap etnis Uighur  sudah termasuk kedalam kategori pelanggaran  HAM berat. Pelanggaran HAM Berat dikategorikan sebagai kejahatan Intermasional, di mana kejahatan ini dianggap sebagai musuh semua umat, oleh karena  itu kejahatan ini menjadi tanggung jawab setiap umat. Kasus pelanggaran HAM berat sering terjadi di berbagai negara, dan pelanggaran itu akan menjadi sororan  Internasional dikarenakan  ranah Internasional mengakui bahwa kejahatan ltu sangat keji, hal tersebut mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia. Pengaturan hukum Internasional yang digunakan dalam mengadili tindak kejahatan kemanusiaan yaitu Statuta Roma, yang mana adalah suatu titik penting terhadap penegakan Hak Asasi Manusia.

 Ada  empat jenis pelanggaran serius berdasarkan statuta roma yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kejahatan Genosida yang dialami  Muslim Uighur di Xinjiang  oleh pemerintah China  di lihat dari Hukum Internasional yaitu ketentuan Statuta Roma Pasal 6 mengenai kejahatan genosida dapat diadili di Pengadilan Kejahatan Internasional ICC. Penyelesaian sengketa di Pengadilan ini merupakan penyelesaian sengketa secara keras dalam Hukum Internasional.

Pengakuan dan penghormatan eksistensi hukum adat dalam konstitusi telah memberikan gambaran yang jelas bahwasanya bangsa Indonesia memiliki kultur yang khas dalam hukum. Bukti nyata Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Ada Desa merupakan itikad baik dari pemerintah untuk menghidupkan kembali hukum adat. 
Maka dengan bantuan Permendagri diharapkan hukum adat dapat mampu menjawab segala masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Gambaran di atas menunjukkan bahwa walaupun di satu sisi hukum adat tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dimilikinya, di sisi lain hukum adat pun dapat menerima perubahan yang mempengaruhinya.
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